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Pratima Theft Crime is part of the crime of theft or crimes against property or 
objects that are sacred and sacred or sacred and sanctified which are related to 
symbols of God, Goddesses, Bhatara-Bhatari and their manifestations. Pratima theft 
is part of a crime against property as regulated in Book II of the Criminal Code and is 
also regulated in Hindu Law as Corah or Asteya in Article 6 in conjunction with 
Articles 336 - 343 Astamo dhyayah Weda Smrti (Manawa Dharmasastra) in 
conjunction with Articles 51 - 70 Ekodaco dhyayah Weda Smrti (Manawa 
Dharmasastra). Corah or Asteya is part of Hindu legal norms in the field of Criminal 
Law or Kantaka Sodhana. The problems studied in the writing are, Are Hindu law 
norms in the field of Criminal Law included in the national legal system in the Unitary 
State of the Republic of Indonesia? What are the factors causing the rampant theft of 
pratima in Bali Province ?. Using the normative legal research method, the 
conclusion obtained is that the legal norms of Pratima Theft are regulated in the legal 
system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. support each other in the 
administration of the State. The Pratima Theft legal norms are part of the Criminal 
Law Norms including one of the Areas of Hindu Law which is one of the recognized 
religious laws in Indonesia, therefore the Pratima Theft legal norms as one of the 
religious laws (Hinduism) are automatically included as part of and regulated in the 
legal system in the Republic of Indonesia. Factors causing pratima theft include 
human factors, environmental factors, educational factors, social interaction factors 
and opportunity factors. 
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Abstrak 
Tindak Pidana Pencurian Pratima merupakan bagian dari kejahatan Pencurian 
atau Kejahatan terhadap Harta Benda atau barang-barang yang sakrlal dan 
disakralkan atau yang suci dan disucikan  yang ada kaitannya dengan simbol-simbol 
Tuhan, Dewa-Dewi, Bhatara-Bhatari dan manifestasinya. Pencurian Pratima ini 
merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda sebagai yang diatur di 
dalam Buku II KUHP dan diatur pula  di dalam Hukum Hindu sebagai Corah atau 
Asteya pada Pasal 6 yuncto Pasal 336 – 343 Astamo dhyayah Weda Smrti (Manawa 
Dharmasastra) yuncto Pasal 51 – 70 Ekodaco dhyayah Weda Smrti (Manawa 
Dharmasastra). Corah atau Asteya adalah bagian dari norma hukum Hindu bidang 
Hukum Pidana   atau Kantaka Sodhana. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan 
adalah , Apakah norma Hukum Hindu bidang Hukum Pidana termasuk bagian 
sistem hukum nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia?, Apa saja faktor 
penyebab maraknya pencurian pratima di Provinsi Bali?. Menggunakan metode 
penelitian hukum normatif maka kesimpulan yang diperoleh adalah Norma hukum 
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Pencurian Pratima diatur dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
hal ini mengingat bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum Pancasila yang 
mengakui keberadaan pluralisme hukum yaitu mengakui keberadaan hukum 
Negara, hukum agama dan hukum adat yang saling mendukung di dalam 
penyelenggaraan Negara. Norma hukum Pencurian Pratima adalah bagian  dari 
Norma Hukum Pidana  termasuk salah satu Bidang dari Hukum Hindu yang 
merupakan salah satu dari hukum agama yang diakui di Indonesia, oleh karena itu 
norma hukum Pencurian Pratima sebagai salah satu dari hukum agama (Hindu) 
dengan sendirinya termasuk bagian dari dan diatur di dalam sistem hukum di  
Negara Kesatua Republik Indonesia. Faktor penyebab trjadinya pencurian pratima 
antara lain Faktor manusianya, Faktor Lingkungan, Faktor pendidikan, Faktor 
Interaksi social dan Faktor peluang.     
 




Sejak sepuluh tahun belakangan 
ini, yaitu dari sejak 2009 sampai 
dengan 2018  di Bali sering terjadi 
kasus pencurian yang obyeknya 
adalah benda sakral atau Pratima 
(benda yang disucikan / 
dikeramatkan). Pencurian Pratima 
umumnya tidak saja mengakibatkan 
kerugian material tetapi juga kerugian 
immaterial yang dapat menimbulkan 
gangguan keseimbangan magis. 
Pencurian Pratima atau benda sakral 
itu merupakan bentuk penodaan 
terhadap agama. Pencurian Pratima 
merupakan kejahatan yang sangat 
merugikan masyarakat Bali, 
khususnya yang beragama Hindu 
karena dianggap sudah merusak 
keseimbangan hidup masyarakat 
Hindu khususnya di Bali.  
Oleh karena Bali merupakan 
bagian dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, sedangkan negara 
Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat 
(3) Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia 1945 adalah negara 
berdasarkan hukum, tentunya setiap 
sikap tindak, perbuatan seseorang 
seyogyanya tunduk pada aturan 
hukum yang ada dan berlaku di 
Indonesia, seperti  ketentuan hukum 
Negara, ketentuan hukum Agama, dan  
ketentuan hukum Adat. Hal ini 
mengingat bahwa negara kesatuan 
Republik Indonesia, mengakui 
berlakunya kemajemukan hukum, 
sebagai diatur di dalam Pasal  18  B 
ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945, 
sebagai berikut:  
“Negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan  
masyarakat  hukum adat  beserta 
hak-hak tradisionilnya yang masih 
hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan   
prinsip   Negara Kesatuan Republik   
Indonesia” (Eddie Siregar, 2012: 118). 
Walaupun sudah ada ketentuan 
hukum yang dimaksud, akan tetapi di 
Pulau Bali masih juga ditemukan 
kecenderungan seseorang untuk 
melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan hukum yang ada, seperti 
maraknya perbuatan pencurian, 
khususnya yang berkaitan dengan 
pencurian pratima. Peristiwa hukum 
pencurian pratima ini dapat ditemukan 
fakta hukum adanya 27 kasus 
Pencurian Pratima terjadi hampir 
diseluruh Kabupaten / Kota di Pulau 
Bali. Hal ini dapat dilihat dari sumber 
data hukum: Biro Pengendalian 
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Operasi, Mabes Polri dan Polda Bali 
maupun Pengadilan Negeri Denpasar 
serta berita-berita dibeberapa surat 
kabar.  Peristiwa Pencurian pratima 
sangat merugikan masyarakat Bali dan 
perbuatan ini merupakan bentuk 
penodaan atau penistaan terhadap 
agama Hindu yang dianut oleh 
masyarakat Hindu di Bali khususnya. 
Dari beberapa kasus peristiwa / 
perbuatan pencurian pratima ini, 
sudah ada beberapa pelaku ditangkap 
dan diamankan serta pratima hasil 
curian ini sebagai barang bukti 
diamankan oleh petugas Reskrim 
Polda Bali dan diamankan di suatu 
Gedung di Polda Bali.  
Pencurian Pratima ini merupakan 
bagian dari kejahatan terhadap harta 
benda sebagai yang diatur di dalam 
Buku II KUHP dan diatur pula  di 
dalam Hukum Hindu sebagai Corah 
atau Asteya pada Pasal 6 yuncto 
Pasal 336 – 343 Astamo dhyayah 
Weda Smrti (Manawa Dharmasastra) 
yuncto Pasal 51 – 70 Ekodaco 
dhyayah Weda Smrti (Manawa 
Dharmasastra). Corah atau Asteya 
adalah bagian dari norma hukum 
Hindu bidang Hukum Pidana   atau 
Kantaka Sodhana.  
Pencurian Pratima merupakan 
perbuatan jahat yang disebut juga 
dengan  Tindak Pidana Pencurian 
Pratima merupakan bagian dari 
kejahatan Pencurian atau Kejahatan 
terhadap Harta Benda atau barang-
barang yang sakrlal dan disakralkan 
atau yang suci dan disucikan  yang 
ada kaitannya dengan simbol-simbol 
Tuhan, Dewa-Dewi, Bhatara-Bhatari 
dan manifestasinya. Oleh karena 
pratima hasil curian, yang semula 
sebagai barang bukti yang kemudian 
rencana dikembalikan kepada 
persekutuan masyarakat pemilik pura 
yang kehilangan pratima tersebut, dan 
pada umumnya masyarakat pemilik 
Pratima yang dimaksud tidak mau 
mengambil kembali Pratima ini, 
dengan alasan kesakralan atau 
kesuciannya dipandang sudah lenyap 
akibat dari barang atau benda tersebut 
bekas hasil curian. Sehubungan 
dengan alasan itu, Benda atau barang 
yang dimaksud, selanjutnya disimpan 
dan  dikelola di Museum Daerah Bali.  
Sebagai mana dijelaskan di atas, 
bahwa Pencurian Pratima sebagai 
bagian dari Corah atau Asteya adalah 
bagian dari kejahatan Pencurian atau 
Kejahatan terhadap Harta Benda 
orang lain dan perbuatannya adalah 
merupakan penistaan terhadap norma 
hukum Hindu bidang Hukum Pidana   
atau Kantaka Sodhana, maka penting 
untuk dikriminalisasi sebagai delik di 
dalam KUHP Baru, selanjutnya 
disosialisasi dan ditegakkan, 
mengingat semakin maraknya prilaku 
Pencurian Pratima (perbuatan yang 
amoral) pada masyarakat yang 
mengabaikan nilai-nilai keagamaan 
khususnya nilai keagamaan Hindu di 
Indonesia atau di Bali.  
Pencurian Pratima merupakan 
perbuatan yang bersifat amoral dan 
melanggar nilai-nilai keagamaan, 
hukum maupun nilai-nilai 
kemasyarakatan dan perbuatan ini 
tidak dibenarkan berdasarkan norma 
hukum Hindu, hukum Adat maupun 
norma hukum Negara, serta perbuatan 
ini pada umumnya dapat 
mengganggu, ketertiban, keamanan, 
kemerdekaan, keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat. Walaupun 
sudah ada dan berlaku sistem hukum 
untuk menciptakan kehidupan yang 
harmonis dan teratur, baik sistem 
hukum tertulis (sistem hukum negara) 
maupun sistem hukum tidak tertulis 
(seperti sistem hukum agama dan 
sistem hukum adat), sebagai yang 
disebutkan pada pokok-pokok pikiran 
dari UUD RI 1945 yang 
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mempunyai: “Cita-cita hukum 
(Reichtsidee) untuk menguasai hukum 
dasar negara, baik hukum yang tertulis 
(Undang-Undang Dasar) maupun 
hukum yang tidak tertulis” (Eddie 
Siregar, 2012: 118), untuk mencapai 
tujuan hukum (dharma) yaitu 
moksartam jagathita (Ketertiban, 
ketentraman, kemerdekaan, 
kedamaian, keamanan dan keadilan 
serta kesejahtraan) akan tetapi masih 
pula ada penomena dan peristiwa 
hukum atau perilaku yang 
menyimpang, yaitu maraknya 
kejahatan Pencurian Pratima, maka 
norma hukum Corah sebagai norma 
Hukum Pidana  dapat dijadikan bagian 
dari delik kejahatan terhadap harta 
benda orang lain dengan pemberatan 
sanksi hukumnya pada KUHP 
Indonesia atau pada sistem hukum 
Negara kesatuan Republik Indonesia.  
Selain itu, pada umumnya 
perilaku Pencurian Pratima ini 
cenderung melahirkan kejahatan yang 
bentuknya sama dan atau berbeda 
dari induknya, seperti terjadinya 
pengerusakan, tindakan pencemaran 
terhadap kesucian wilayah yang 
dimaksud. Sebaliknya, norma hukum 
Pencurian Pratima, dapat dijadikan 
sebagai Rechtsidee untuk mencapai 
tujuan hukum (dharma) yaitu 
moksartam jagathita (Ketertiban, 
ketentraman, kemerdekaan, 
kedamaian, keamanan dan keadilan 
serta kesejahtraan). Sehubungan 
dengan itu norma hukum terkait 
dengan Pencurian khususnya 
Pencurian Pratima dipandang perlu 
untuk “diangkat / dijadikan sebagai 
nilai-nilai hukum nasional” (Eddie 
Siregar, 2012: 321) atau dikriminalisasi 
menjadi suatu delik dalam Hukum 
Pidana  di Indonesia. Sehubungan 
dengan itu maka judul tulisan ini 
adalah Pencurian Pratima Dalam 
Kajian Hukum Pidana. 
 
METODE  
Dalam penelitian ini, jenis 
penelitian yang digunakan adalah 
penelitian hukum normatife, yaitu 
berpijak dari adanya kesenjangan, 
kekaburan, dan kekosongan norma 
hukum. Dalam hal ini tampak adanya 
ketidak konsistenan, konsekwenan 
dan ketidak sesuaian dari regulasi 
pelaksanaan norma hukum atau 
aturan yang dimaksud, di Negara 
Kesatuan yang berdasarkan 
Pancasila. Akan tetapi regulasi 
pelaksanaan norma hukum berkaitan 
dengan kejahatan terhadap harta 
(Corah), baru sebatas pelaksanaan 
norma hukum dibawah hukum Islam 
dan hukum kanonik. Sedangkan ada 
lembaga hukum Hindu, sebagai 
lembaga yang diatur di dalam Manawa 
Dharma Sastra, yang tugas pokok dan 
fungsinya adalah menerapkan Norma 
Hukum Pidana  Kantaka Sodhana, 
belum dan malah tidak terjamah di di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Mengenai hal tersebut di atas kiranya 
tugas pokok dan fungsi lembaga 
Hukum Hindu di atas, di pandang perlu 
untuk memperoleh perhatian di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.   
 
PEMBAHASAN 
1. Pencurian Pratima Bagian dari 
Sistem Hukum Republik 
Indonesia 
Berdasarkan hasil penelitian 
berkaitan  dengan asas-asas hukum 
Pencurian Pratima yang di dalamnya 
sarat dengan ”ketentuan moral yang 
mempengaruhi pembentukan hukum” 
Asas hukum merupakan bagian dari 
sistem hukum. Sebagaimana halnya 
norma hukum, maka asas hukum 
mengikat masyarakat (Bahder Johan 
Nasution, 2008: 85). Jadi baik asas 
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hukum maupun norma hukum 
mengenai Pencurian Pratima, 
keduanya adalah bagian dari sistem 
hukum yang mengikat masyarakat. 
Dengan demikian apabila dikaji asas 
hukum atau norma hukum Pencurian 
Pratima, dapat dikatakan bahwa asas 
hukum atau norma hukum Pencurian 
Pratima merupakan bagian dari sistem 
hukum Negara kesatuan Republik 
Indonesia. Untuk menemukan 
kebenaran asas hukum atau norma 
hukum Pencurian Pratima sebagai 
bagian dari Sistem Hukum Republik 
Indonesia, maka Pencurian Pratima 
harus dikaji secara ilmu hukum 
normatif: 1. Asas-asas hukum; 2. 
Sistematika hukum; 3 Taraf 
sinkronisasi hukum; 4 Perbandingan 
hukum dan 5 Sejarah hukum (Bahder 
Johan Nasution, 2008: 84). 
2. Asas-asas Hukum Pencurian 
Pratima 
Pencurian Pratima adalah bagian 
dari asas-asas atau norma-norma 
hukum yang berisi kehendak yang 
dikatagorikan sebagai das sollen, yaitu 
suatu kategori yang bersifat suruhan 
atau larangan yang bertujuan 
mengatur perilaku seseorang untuk 
menjadi yang lebih baik dari perilaku 
sebelumnya. Dengan kata lain asas-
asas pada kata Pencurian Pratima 
terkandung pesan moral yang 
bertujuan untuk mewujudkan 
masyarakat aman, tertib, merdeka adil 
dan sejahtera secara individu maupun 
kolektif. 
Pencurian Pratima merupakan 
asas-asas atau norma-norma hukum 
yang  terkandung di dalam Hukum 
Pidana  (Kantaka Sodhana)  dan 
merupakan bagian dari hukum Hindu 
bidang hukum publik. Norma Hukum 
ini termasuk norma hukum agama 
yang tumbuh dan berkembang di 
Indonesia dari sejak masa kerajaan 
Mulawarman di Kutai sampai saat ini. 
Norma-norma hukum Pencurian 
Pratima dapat ditemukan pada Kitab 
Hukum Hindu Manawadharma Sastra, 
yaitu pada Buku VIII, dan Buku XI. 
Dalam penerapannya di Indonesia 
Norma-norma hukum Pencurian 
Pratima yang bersumber dari Kitab 
Hukum Hindu Manawadharma Sastra 
disesuaikan di dalam Kitab Kutara 
Manawa dengan mengubah isi hukum 
yang tersurat (sanksi hukumnya) 
dengan kondisi masyarakatnya, akan 
tetapi isi yang tersirat yaitu tujuan 
hukumnya tetap berlaku. Kata 
Pencurian Pratima dapat 
diterjemahkan dengan kata corah. 
3. Sistematika Hukum Hindu 
Pencurian Pratima  
Kitab Hukum Pidana  Kantaka 
Sodhana, mengatur tentang Asta 
Corah atau kejahatan terhadap harta 
benda, maka perbuatannya ini dapat 
dipersalahkan dan dapat ditutut suatu 
pemidanaan. Perbuatan ini disebut 
dengan perbuatan Pencurian, 
perbuatan ini diatur di dalam Kitab 
Hukum Manava Dharmasastra , yang 
secara sistematis dibedakan bentuk 
atau wujud perbuatan yang dilarang 
itu, sebagai berikut: 
Berdasarkan Cara Memperoleh 
Pratima, dibedakan menjadi:  
 bentuk mencuri,  
 merampok,  
 merampas,  
 menipu,  
 korupsi 
Berdasarkan Niat Pelaku Pencuri 
Pratima 
Di lihat dari niat pelaku pencuri 
pratima, berdasarkan pada Pasal 55 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), maka Seseorang atas 
kesadaran berniat melakukan 
perbuatan  mencuri pratima (pleger 
/pelaku). Dalam hal ini pleger (pelaku) 
dapat dihukum dan mempertanggung 
jawabkan  perbuatannya. Yang 
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berkedudukan sebagai pleger (pelaku) 
melakukan perbuatan  mencuri 
pratima bukan karena niatnya, akan 
tetapi karena pelaku mendapatkan 
tekanan (overmacht) dari orang yang 
menyuruh untuk melakukan pencurian 
pratima. (doen pleger). Orang   yang  
berkedudukan sebagai  doen pleger 
(yang menyuruh   melakukan ) 
pencurian pratima, sudah jelas yang 
bersangkutan memiliki “Niat” 
melakukan pencurian pratima, 
walaupun orang yang menyuruh tidak 
melakukan sendiri perbuatan pidana, 
tetap yang bersangkutan dapat 
dipersalahkan dan mempertanggung 
jawabkan atas perbuatan yang 
disuruhnya. 
4. Taraf Sinkronisasi Norma Hukum 
Pencurian Pratima 
Di dalam pokok-pokok pikiran 
dari UUD RI 1945 mengisyaratkan, 
Indonesia mempunyai: “Cita-cita 
hukum (Reichtsidee) untuk menguasai 
hukum dasar negara, baik hukum yang 
tertulis (Undang-Undang Dasar) 
maupun hukum yang tidak tertulis. 
Rechtsidee atau tujuan hukum 
Hindu adalah tercapainya Moksartham 
Jagathita ...Sedangkan tujuan atau 
cita-cita hukum Negara Indonesia 
adalah tercapainya ... Dengan demikia 
dari segi tujuan hukum antara norma 
hukum Negara, agama dan adat telah 
terjadi sinkronisasi di dalam sistem 
hukum di Indonesia. Rechtsidee 
dimaksud, adalah: mencapai cita-cita 
hukum atau tujuan hukum berarti 
mencapai suasana kehidupan yang 
tertib, merdeka, damai dan adil serta 
sejahtera. Untuk itu dipandang penting 
meningkatkan penerapan ataupun 
penegakkan hukum yang dimaksud.  
5. Perbandingan Norma Hukum 
Hindu dengan Norma Hukum 
Negara dalam Hubungannya 
dengan Pencurian Pratima  
Sebagaimana yang disebutkan di 
atas, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945: Indonesia adalah 
Negara berdasarkan atas hukum. 
Begitu pula Weda Smrti atau 
Manawadharmasastra: “Dengan tegas 
menganut sistem pemerintahan 
negara berdasarkan atas Dharma 
(hukum) atau Dharma Negara dan 
tidak berdasarkan kekuasaan 
belaka”(Ekasana, 2012: 2). Sebagai 
Negara hukum: “Pemerintah 
diwajibkan menjalankan hukum 
sebagai sumber yang mengikat wajib 
dipatuhi...”(Gde Puja, 2002: 22). 
Setiap agama di Indonesia, 
mempunyai ketentuan untuk mengatur 
umatnya. Suatu ketentuan yang 
bertugas mengatur keseimbangan 
alam semesta disebut dengan Rta 
sedanngkan suatu ketentuan yang 
tugasnya mengatur manusia disebut 
dengan Dharma, sedangkan Rta 
disebut sebagai hukum alam. Dengan 
demikian Dharma sebagai hukum 
Hindu eksistensinya selalu 
berdampingan dengan Rta. Rta dapat 
dikatagorikan sebagai  hukum alam 
atau hukum Tuhan (hukum Hindu 
Suniawi), yang sanksi hukumnya tidak 
dapat ditentukan oleh manusia, tetapi 
dapat berupa sanksi hukum 
penderitaan dan kebahagiaan secara 
tiba-tiba baik di dunia maupun di 
akhirat serta bersifat abadi (Ekasana, 
2012: 2). 
Kata Dharma berasal dari bahasa 
Sansekerta yaitu dari urat kata “dhr” 
yang dapat berarti menjunjung, 
memangku, mengatur, memelihara, 
dan menuntun Dharma berarti hukum. 
Sedangkan Ranganathananda, 
menjelaskan: “Dharma or science of 
values, consisting of ethical, moral and 
humanistic attitudes and actions”. 
Maksudnya, dharma merupakan 
hukum yang mengatur dan 
memelihara hubungan serasi antara 
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manusia dengan penciptanya dan 
dengan ciptaan Tuhan yang lainnya 
(Ekasana, 2012: 1). 
Like other ancient laws, Hindu 
law is mixed up with religion… dharma 
included  not only what is known 
as law in the modern sense of term but 
all rulers of good  and proper human 
conduct 
Berdasarkan sejarah hukum, 
hukum Hindu menyatu dengan 
agama… dharma (hukum Hindu) tidak 
hanya merupakan ilmu pengetahuan 
hukum dalam batas ajaran modern, 
tetapi berisikan berbagai peraturan 
tentang kebajikan dan tingkah laku 
manusia yang santun. Dharma 
merupakan hukum yang berlaku untuk 
mengatur kehidupan manusia dalam 
rangka meningkatkan kehidupan satya 
dan ahimsa...,sehingga kehidupan di 
dunia ini menjadi moksartham 
jagathita yaitu aman, tenteram, damai, 
adil dan sejahtera. 
Begitu pula, berdasarkan teori 
semi autonomous social field yang 
diperkenalkan oleh Moor, menyatakan 
bahwa: Negara Indonesia menghargai 
dan mengakui eksistesi berlakunya 
fluralisme atau kemajemukan hukum, 
diantaranya, berlakunya hukum 
Negara, hukum agama dan hukum 
adat. Di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, ada enam agama yang 
resmi menjadi Agama Negara, di 
antaranya: Agama Hindu dengan 
Dharma sebagai Hukum duniawinya 
dan Rta sebagai Hukum Suniawi ( 
Hukum Alam) serta hukum ini yang 
pertama ada di kepulauan Indonesia 
atau di Nusantara, sebab agama inilah 
yang ada pertama di dunia dan dikenal 
sebagi agama Weda. Kemudian 
agama Islam, Katolik, Kristen, Budha 
dan terakhir agama Kong Fuchu. 
Hindu adalah agama pertama dan 
paling lama dianut oleh masyarakat 
Indonesia. Di dalam setiap agama 
berisikan aturan-aturan yang bertujuan 
mengatur penganutnya dalam rangka 
berinteraksi yang harmonis dengan 
Tuhan, sesama dan lingkungannya. 
 Dalam proses pertumbuhan 
hukum di NKRI, diantara penduduk 
yang berbeda agama dan memiliki  
pengalaman sejarah yang sama, telah 
lahir berbagai bentuk hukum material 
yang berlaku diantara penduduk-
penduduk di Indonesia. Dalam ilmu 
hukum, di Indonesia pada hakikatnya 
terdapat tiga kategori, yaitu: hukum 
material yang dapat dikelompokkan 
pada hukum adat; hukum agama 
Islam, dan kelompok hukum Agama 
Kristen (Hukum Perdata Barat (B.W) 
termasuk pula hukum pidana). 
Menurut Prof Dr. Van Den Berg, 
Hukum adat pada dasarnya dianggap 
juga sebagai:  
Hukum agama dan hukum adat 
murni yang berkembang. Itulah 
sebabnya, hukum adat itu dapat 
dibedakan antara: 
Kaedah-kaedah hukum adat 
murni baik yang sudah maupun yang 
belum berkembang, dan tidak terdapat 
pengaruh unsur agama.  
Kaedah-kaedah hukum agama 
Hindu yang isi dan bentuknya masih 
bersifat murni dan yang telah 
dikembangkan dan disesuaikan 
menurut adat istiadat setempat (desa 
drsta) (Ekasana, 2012: 7). 
Dengan adanya pengembangan 
pengertian hukum adat dimaksud, 
maka pembagian hukum yang 
terdapat di Indonesia dapat dibagi atas 
empat kelompok hukum, yaitu: (1) 
Kelompok Hukum Adat murni, (2) 
Kelompok Hukum Hindu yang lazim 
disebut Dharma; (3) Kelompok Hukum 
Islam, dan (4) Kelompok Hukum 
Perdata Barat (Bergelijk Wetboek) 
yang bersumber pada bentuk hukum 
Kanonik (Ekasana, 2012: 7). 
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 Dalam hal ini, kelompok hukum 
kedua, ketiga, dan keempat, tampak 
adanya pengaruh hukum yang 
bersumber dari kaedah-kaedah 
agama. Hukum yang disebut Bergelijk 
Wetboek (B.W.) atau Hukum Perdata 
Barat itu sendiri, dikembangkan oleh 
Pemerintahan Jajahan Belanda, asal 
mulanya merupakan hukum yang 
berlaku di Negara Belanda. Hukum 
Kanonik yang berasal dari Rumawi. 
Hukum Kanonik itu adalah hukum 
yang bersumber pada ajaran Kristen, 
sehingga dengan demikian hukum 
B.W dapat juga dikatakan sebagai 
hukum agama pula. Dengan asas 
konkordansi, hukum B.W. itu 
diberlakukan di Indonesia, terutama 
untuk penduduk asal Eropah dan 
Timur Asing kecuali India yang 
ditundukkan oleh hukum adatnya 
sendiri, yaitu hukum Hindu. Adapun 
berlakunya B.W. itu pada penduduk 
pribumi hanya terbatas pada mereka 
yang beragama Nasrani yang  
kemudian diperluas sampai kepada 
mereka yang mau menundukkan diri 
mereka secara diam-diam maupun 
secara terang-terangan 
Oleh karena Bergelijk Wetboek 
termasuk ke dalam katagori hukum 
agama, maka tampak adanya tiga 
kelompok agama yang berpengaruh 
dalam pembentukkan hukum di 
Indonesia, yaitu: 
 Hukum agama yang mendapat 
pengaruh atau bersumber pada 
Hukum Hindu 
 Hukum agama yang bersumber 
pada Hukum Islam  
 Hukum agama yang bersumber 
pada Hukum Kanonik atau Nasrani. 
Selanjutnya menurut Kautilya 
Dharma (hukum Hindu) dapat 
dibedakan menjadi dua bidang yaitu 
Kantaka Sodhana dan Dharmasthiya. 
Pembedaan ini dijelaskan, sebagai 
berikut: Kautilya makes a clear 
distinetion between cipil Law 
Dharmasthiya and penal law Kantaka 
Sodhana (Krisnha Rao, 1979: 112) 
Kantaka Sodhana dapat dikatagorikan 
sebagai penal law, di  Indonesia dapat 
disebut dengan Hukum Pidana  yang 
pada umumnya mengatur hal-hal yang 
menyangkut tentang dusta, corah, 
paradara, wakparusya dan mabuk 
serta sanksi hukum yang patut 
dijatuhkan kepadanya. Dusta adalah 
kejahatan terhadap nyawa orang lain, 
Corah adalah kejahatan terhadap 
harta benda orang lain. Diantara 
perbuatan yang dikategorikan Corah 
adalah Pencurian. Di dalam Hukum 
Pidana , pencurian dapat 
dikatagorikan menjadi dua, yaitu 
Pencurian terhadap harta benda yang 
mengandung nilai nominal saja dan 
pencurian yang mengandung nilai 
sakral (kesucian) melalui proses: 
nominal yang tinggi, waktu yang 
panjang,  jagra dari masyarakat dan 
penentuan hari atau waktu yang 
dipandang suci. Benda-benda yang 
disakralkan ini pada umumnya 
dilakukan di suatu rumah ibadah atau 
di Pura atau Kuil. Benda-benda yang 
dimaksud disebut dengan  Pratima. 
Berdasarkan Teori Pluralisme 
hukum, maka melalui Teori semi 
autonomous social field, norma hukum  
Pencurian Pratima adalah merupakan 
bagian dari Kantaka Sodhana (Hukum 
Pidana ) yang merupakan bagian dari 
sistem hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang eksistensi 
berasal dari Hukum Hindu dan 
legalitasya dapat dilihat dari sejarah 
perkembangan agama Hindu di 
Indonesia. Jadi kedudukan norma 
hukum Pencurian Pratima di NKRI 
sama dengan hukum Negara, oleh 
karenanya sama wewenangnya dalam 
mengatur harmonisasi masyarakatnya 
sebagai hukum publik, siapapun yang 
melanggarnya di NKRI. 
VYAVAHARA DUTA Volume XVI, No.1, Maret 2021             ISSN ONLINE : 2614-5162 








Norma hukum Pencurian Pratima 
diatur dalam sistem hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, hal ini 
mengingat bahwa Negara Indonesia 
adalah Negara hukum Pancasila yang 
mengakui keberadaan pluralisme 
hukum yaitu mengakui keberadaan 
hukum Negara, hukum agama dan 
hukum adat yang saling mendukung di 
dalam penyelenggaraan Negara. 
Norma hukum Pencurian Pratima 
adalah bagian  dari Norma Hukum 
Pidana  termasuk salah satu Bidang 
dari Hukum Hindu yang merupakan 
salah satu dari hukum agama yang 
diakui di Indonesia, oleh karena itu 
norma hukum Pencurian Pratima 
sebagai salah satu dari hukum agama 
(Hindu) dengan sendirinya termasuk 
bagian dari dan diatur di dalam sistem 
hukum di  Negara Kesatua Republik 
Indonesia. 
Kontribusi Norma Hukum 
Pencurian Pratima Pada Sistem 
Hukum di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, sangat relevan dapat 
melengkapi, mendampingi dan 
pendukung norma hukum Negara 
terkait dengan sanksi hukumnya ada 
sanksi tambahan yaitu penyucian 
lingkungan yang tercemar dan 
seyogyanya dikenakan pada pelaku 
yang melakukan perbuatan itu atau 
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